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PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2425

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan

IDA I\fiARLIANI, S.H.

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

SIGID J. PRIBADI, S.H., M.H.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PATI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kiner.ia jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian inidan akan mengambiltindakan yang diperlukan

dalam rangka pernberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Ked

Pati, 15 September2025

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,RI PATI,

BADI, S,H., fuI.H.) (r LIANI, S.H.)
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI PATI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang lnklusif dan Berkelanjutan.

B, DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN'PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. lt/emperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. I\delanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

7. lvlemperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

N

o
Sasaran Program lndikator Kinerja Target

1 lleningkatnya optimalisasi
realisasi anggaran kejaksaan
RI

lndikator Kinerja
Anggaran (IKPA)

Pelaksanaan
94

2 Itllen ingkatnya kuantitas dan
kualitas sarana dan prasarana
yang mendukung kinerja
Kejaksaan Rl

Persentase sarana dan prasarana
sesuai standar kebutuhan

90

e Meningkatnya tertib
penyelenggaraan tata kelola
aset

Tingkat pemenuhan inventarisasi dan
pelaporan Barang tvlilik Negara

90
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N

o
Sasaran Program lndikator Kinerja Target

4 Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap layanan
hukum

Persentase kepuasan terhadap
layanan hukum dari masing-masing
Satker

90

N

o

Kegiatan Anggaran

1 Layanan Perkantoran 11,078,416,000

2 Layanan Umum 60,000,000

Jumlah 11,338,016,000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi NasionallStrategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik lndonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik lndonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/lnstruksi Jaksa Agung.

Pihak Kedua,

Pati, 15 September 2A2S

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,N GERI PATI,

I, S.H., TVI.H.) IANI, S.H.)

t
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan

Pihak Kedua,

KE N ERI PATI,

RENDRA YOKI PARDEDE, S.H., M.H

KEPALA SEKSI INTELIJEN

SIGID J. PRIBADI, S.H., M.H.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PATI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian inidan akan mengambiltindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, 15 September 2A25

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

I, S,H., M,H.) (R YOKI PARDEDE, S.H., M,H,)
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI PATI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang lnklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2A25
1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3' Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4' Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5' Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

6. IVlembangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program lndikator Kinerja Target
4
I Meningkatnya pelaksanaan

operasi intelijen yang

berkaitan dengan bidang

ldeologi, Politik, Pertahanan

dan Keamanan

Persentase pelaksanaan operasi

intelijen yang berkaitan dengan

bidang ldeologi, Politik, Pertahanan

dan Keamanan

100 %

2 Men ingkatnya pelaksanaan

Operasi lntelijen yang

berkaitan dengan bidang

sosial, budaya dan

kemasyaralsatan

Persentase pelaksanaan Operasi

lntelijen yang berkaitan dengan

bidang sosial, budaya dan

kemasyarakatan

100 %
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No Kegiatan Anggaran

1 DPO Rp. 30.000.000

2 Kegiatan Operasi lntelijen Penyelidikan,

Pengamanan, dan Penggalangan

Rp.40.000.000

3 Kegiatan PAKEM Rp,40.760.000

4 Kegiatan Kampanye Anti Korupsi Rp. 20.000.000

Kegiatan JI\{S Rp.28.000.000

6 Kegiatan Jaksa Menyapa Rp.24.400.000

7 Kegiatan PENKUM Rp. 32.580,000

Jumlah Rp.215.740.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan TinggilKejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasionallstrategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik lndonesia.

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

3 Persentase pelaksanaan Operasi

lntel'rjen yang berkaitan dengan

bidang ekonomi dan keuangan
100 %

4 Meningkatnya kegiatan

Pengamanan Pembangunan

Strategis

Persentase Kegiatan Pengamanan

Pembangunan Strategis 100 %

5 Meningkatnya operasi

intelijen yang berkaitan

dengan teknologi informasi

dan produksi intelijen

Persentase pelaksanaan

lntelijen yang berkaitan

teknologi informasi dan

intelijen

Operasi

dengan

produksi

100 %

6 Meningkatnya kualitas

kuantitas penyuluhan

penerangan hukum

dan

dan

Persentase lembaga/ pihak yang

diberi penyuluhan dan penerangan

hukum
1AA %

7 Meningkatnya kepuasan

pemangku kepentingan

terhadap layanan penyuluhan

dan penerangan hukum

lndeks kepuasan pemangku

kepentingan terhadap layanan

penyuluhan dan penerangan hukum
100 %

Meningkatnya pelaksanaan

Operasi lntelijen yang

berkaitan dengan bidang

ekonomi dan keuangan

5
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2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik lndonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/lnstruksi Jaksa Agung.

Pihak Kedua,

Pati, 15 September 2A25

Pihak Pertama,

ERI PAT], KEPALA INTELIJEN,

BADI, S.H., ltl.H.) YCIKI PARDEDE, S,H,, M.H )
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PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2425

Dalam ranska rnewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pedama

Nama

Jabatan

: TRI YULIANTO, S"H., M.H.

: KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

: $lGlD J. PRIBADI, S.H., M.H.

: KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PATI

$elaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihalc pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya $esuai dengan

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalarn dskumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan rnelakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dariperjanjian inidan akan mengambiltindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati,16 September 2025

Pihak Kedua, Pihak

RI PATI KEPALA SEKSI PIDANA UMUIII,

?
t$

L
Jj i.i .

IBADI, S-H., M.H,) (TRr , S.H., M.H.)
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PERJANJIAN K]HERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSITINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN HEGERI PATI

A. TEIIfrA RENCAHA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang lnklusif dan Berkelanjutan.

B. DEI-&PAH AGEHDA PEHIBA}TGUHAH'PRIORITAS NASIOHAL TAHUH 242&

1" Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia {HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonsmi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Mernperltust pembangunan sumher daya ffianusia (SDM), saiRs, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, $erta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanlutkan hitririsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

6. Mernbangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta mempsrkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Mernperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan hudaya, sefta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adildan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya Penyelesaian
penanganan perkara Tindak
Pidana Umum tertentu
berdasarkan keadilan restoratif

Persentase per:kara yang
diselesaikan herdasaran keadilan
restoratif 100o/o

2 Meningkatnya kualltas
Penyelesaian Penanganan
Perkara Tindak Pidana
Umurn

Persentase perkara tindak pidana
umum yang diproses hingga Pra-
Penuntutan

1QA%

Persentase perkara tindak pidana
urfiurn yang diproses hingga
Penuntutan

15CI%
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D, PRIORITAS NASIONAL

E. KII*ERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/ttrategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Hepublik Indoneeia"

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik lndonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

Kemenkianllembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Sirektifllnstruksi Jaksa Agung.

Pati, 16 September 2425

Pihak

EGERI PATI, KEPALA SE DAK PIDANA UIVIUM,
I

'l.l rt'f.ill

No Sasaran Program lndikator Kinerja Target

Persentase perkara tindak pidana

umum yang in kracht vafi
gewu sjdezaak {Berkekuatan hukum
tetap) yang telah dieksekusi

1fio%

3 Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap layanan
hukum bidang tindak pidana

urnum

lndeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan hukum bidang

tindak pidana umurn
100%

N

o

Kegiatan Anggaran

1 Pra Penuntutan 23.00CI"000,-

2 Penuntutan 273.800.000,-

J Restorative Justice 10.808.000,-

4 Eksekusi 18.880.000,-

Jumlah 326.488.000,-

BADI, S.H., [rl.H.) YU , s.H., M.H.)
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PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajeiren pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan

: AG ERWIN ADRIYANTO, S.H.

: KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

SIGID J. PRIBADI, S.H., M.H.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PATI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuaidengan

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalam dokurnen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambiltindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pati, 15 September 2A25

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,

NEGERI PATI,

IBADI, S.H., M.H.) (AG ERWTN ADRTYANTO, S.H.)
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

KEJAKSAAN NEGERI PATI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang lnklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2425

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kem iskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program lndikator Kinerja Target

1 Meningkatnya Penyelesaian
Penanganan Perkara Tindak
Pidana Korupsi dan TPPU
secara Transparan, Akuntabel
dan Profesional

Persentase tindak lanjut Laporan
Pengaduan Masyarakat 50%

Persentase perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap penyelidikan

66,6%

Persentase perkara tindak pidana

korupsi dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap penyidikan

5001,



a

No Sasaran Program lndikator Kinerja Target

Persentase Perkara tindak pidana

korupsi dan TPPU yang diselesaikan

pada tahap pra Penuntutan
1 00%

Persentase perkara tindak pidana

korupsi dan TPPU yang diselesaikan

pada tahap penuntutan
1 00%

Persentase Perkara tindak Pidana

Korupsi dan TPPU Yang telah

dieksekusi
lAOo/o

Persentase pengembalian kerugian

keuangan negara melalui jalur Pidana

Khusus
50%

2 I\rleningkatnya Penyelesaian

Penanganan Perkara Tindak
Pidana Khusus, (KePabeaan,

Cukai dan Pajak) dan TPPU

secara transparan, akuntabel

dan profesional

Persentase Perkara Tindak Pidana

Khusus (kepabeaan, Cukai dan

Pajak) dan TPPU Yang diselesaikan
pada tahap pra penuntutan

1 00%

Persentase Perkara Tindak Pidana

Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan

pajak) dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap penuntutan

100%

Persentase Perkara Tindak Pidana

Khusus (Kepabeaan, Cukai dan

Pajak) dan TPPU yang telah
dieksekusi

lAAa/o

No Kegiatan Anggaran

1 Tindak Pidana Khusus Rp. 368.788^000,-

2

Jumlah Rp. 368.788.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi NasionallStrategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik lndonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik lndonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

Kementrianllembaga.

3. Pelaksanaan Tuga$ Direktif/lnstruksi Jaksa Agung.
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Pihak Kedua,

N

BADI, S.H., M.H.)

Pati, 15 SePtember 2025

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,

(AG ADRIYANTO, S.H.)

PATI,

fur":
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PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2425

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan

ROH WHARJO, S.H., [VI.KN.

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

SIGID J. PRIBADI, S.H., [V.H.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PATI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dariperjanjian inidan akan mengambiltindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pati, 15 September 2025

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

GERI PATI,

IBADI, S.H., M.H.) (ROH WTHARJ ,S , [t/.Kn.)
[::k3*
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

KEJAKSAAN NEGERI PATI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang lnklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASTONAL TAHUN 2025

1, Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. t\Ieningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. IVlemperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDIU), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program lndikator Kinerja Target
1 keberhasilan

perkara
Tata Usaha

Persentase perkara Perdata yang
diselesaikan melalui jalur Litigasi 100o/o

Perse ntase perkara Perdata yang
diselesaikan melalui jalur Non Litigasi

100o/o

Persentase perkara Tata Usaha
Negara yang diselesaiakan melalui
jalur Lltigasi

0o/o

lVleningkatnya
Penyelesaian
Perdata dan
Negara
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No Sasaran Program lndikator Kinerja Target
2 Meningkat:nya pengembalian

kerugian keuangan Negara
melaluijalur perdata

Persentase pengembalian kerugian
negara melalui jalur perdata

0o/o

3 h/len ingkatnya pelaksanaan
kegiatan pemberian
pertimbangan hukum,
pelayanan hukum dan
tindakan hukum lain

Jumlah kegiatan
hukum, pelayanan
tindakan hukum lain

pertimbangan

hukum dan
1A0%

4 Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap layanan
pertimbangan hukum,
pelayanan hukum dan
tindakan hukum lain

lndeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan hukum perdata dan
tata usaha negara

100%

No Kegiatan Anggaran
1

/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan

Negeri Pati

Pertimbangan H ukum / Penda mpingan Hukum Rp. 13.200.000,-

2 Pendampingan Huku m Pengelolaan Dana Desa

di Kejaksaan Negeri pati
Rp. 19.000.000,-

3 N yang diselesaikan di

Kejaksaan Negeri Pati

Perkara Perdata dan TU Rp.27.640.000,-

4 Pengelolaan H alo JPN di Kejaksaan Negeri pati Rp.6.000.000,-

5 Layanan lnformasi dan Pelayanan Hukum Gratis

di Kejaksaan Negeri Pati

Rp. 7.200.000,-

Jumlah Rp. 73.040.000,-

D PRIORITAS NASIONAL
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E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik lndonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik lndonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/lnstruksi Jaksa Agung.

Pihak Kedua,

Pati, 15 September 2025

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

N GERI PATI,

BADI, S.H., IM.H.) (ROH W|HARJO, S. , [/l.Kn.)H
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pernerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan

Dr. LUDY HIMAWAN, S.H., M.H.

KEPAIS SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOI AAN

BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI PATI

SIGID J. PRIBADI, S.H., M.H.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PATI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan

Iampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian inidan akan mengambiltindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Pati, 1 5 Septemb er 2025,

Pihak Kedua, Pertama,

NEGERI KEP 1 PAPBB
NEGERI PATI

r* r e*d.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEJAKSAAN NEGERI PATI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang lnklusif dan Berkelanjutan'

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2O25:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

Berkeadilan.

2.MengembangkanlAfilayahuntukMengurangiKesenjangandanMenjamin

Pemerataan.

3. Meningkatkan sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing'

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan'

5. Memperkuat tnfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana' dan

Perubahan lklim.

7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta

Transformasi PelaYanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

N

o
SASARAN
PROGRAM

INDII(ATOR KINERJA
UTAMA

FORMUIASI TARGET

(1) t2) t3) (4) (5)

1 Meningkatnya
Penyelesaian
Penyelamatan
dan Pemulihan
Aset

Persentase
Penyelesaian
Penyelamatan Aset
Negara

Jumlah benda sitaan dan

barang rampasan melalui
lelang, penetapan status
penggunaan (PSP), hibah

dan lainnya yang

diselesaikan
-- x 100

Jumlah benda sitaan dan
barang rampasan melalui
lelang, PSP, hibah, dan
lainnya yang ditangani

100%

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
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N

o
SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

FORMULASI TARGET

(1) (2) (3) (4) (s)

Persentase
Penyelesaian
Pemulihan
Negara

Aset

Nilai barang rampasan,
sita eksekusi dan aset yang

berhasil

dilaksanakan lelang dari
hasil penelusuran dan
pengamanan aset dalam
rangka pemenuhan uang
pengganti, denda, pidana

tambahan lainnnya,
pendampingan
kementerianllembaga,
Iintas negara

100

Nilai barang Elmpasan,
sita eksekusi dan aset
hasil penelusuran dan
pengamanan aset yang

ditangani datam rangka
pembayaran uang
pengganti, denda, pidana

tambahan lainnnya,
pendampingan
kementerian/lembaga,
lintas negara

100%

Nilai yang disetorkan ke
kas negara dari hasil
pelaksanaan lelang dalam
rangka pembayaran uang
pengganti, denda, pidana

tamhahan lainnnya,
pendampingan
kementerian/lembaga,
lintas negara

'100

Nilai aset yang

dilaksanakan lelang dalam
rangka pembayaran uang
pengganti, denda, pidana
tambahan lainnnya,
pendampingan

kementerian/lembaga,
Iintas negara

Nilai barang
sita eksekusi,

rampasan,
dan aset
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N

o
SASARAN
PROGRAIVI

INDIKATOR KINERJA
UTAR/IA

FORMUI.ASI TARGET

(1) (2| {3} i4) (5)

yang disetorkan ke kas
negara dan kas daerah dan
yang dimanfaatkan
penetapan status
penggunaan dalam rangka
pemenuhan uang
pengganti, denda, pidana
tambahan lainnnya

100

Nilai uang pengganti,
denda, pidana tambahan
lainnnya dalam
berdasarkan Putusan
Pengadilan yang inkracht
van gewisjdezaak yang
masih memiliki hak tagih

No Kegiatan Anggaran

1 Pemeliharaan Rp.30.000.000

2. Pemusnahan Rp. 10.000.000

J. Penyelesaian Rp. 30.000.000

Jumlah Rp.70.000.000

D. KINERJA TAMBAHAN

Pihak Kedua,

NEGERI

Pati, 15 September 2A25,

ma,

KEP KSI PB3R
EGERI PATI

N

o I N DI KATOR KI NERJA TAMBAHAN FORI\IIULASI TARGET

(1) (2) (3) (4)

BAD!, S.H., M.H.) (Dr. LUDY HIMAWAN, S.H.,M.H.)


